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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Tindak Pidana Memperjual Belikan Organ/ Jaringan Tubuh Manusia 
Seiring perkembangan jaman, terdapat berbagai kejahatan transnasional yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan, perdagangan organ tubuh manusia. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan tersebut membahayakan keselamatan pendonornya. Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia secara lintas negara telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.

Berikut ini merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan jual-beli dan prosedur transplantasi organ berdasarkan peraturan yang berlaku :

Menurut KUHP.
Mengenai norma hukum tentang larangan terhadap penjualan terhadap organ tubuh manusia di dalam KUHP sudah diatur secara tegas. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 204 KUHP berbunyi: “Barang Siapa menjual, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.  

Elemen yang terpenting terkandung di dalam Pasal 204 KUHP ialah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan, ia tidak mengatakan/menjelaskan tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut. Orang yang menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, tetapi dengan mengatakan terus terang pada pembeli tentang sifatnya berbahaya, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Menurut ndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Konsideran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 secara jelas disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Protocols Thereto menjelaskan bahwa pencurian dalam praktek perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan Illegal organ tubuh manusia perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdangan organ tubuh manusia, meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk kedalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai aktor dalam perdagangan manusia, kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan illegal organtubuh manusia, termasuk bagi mereka yang secara nyata menggurus, mengorganisasikan dan mengatur aktor lain agar dapat melakukan perdagangan illegal organ tubuh, terlepas dari eksistensi keterlibatan organisasi kriminal atau tidak, di dalam atau antar negara, dengan korban tidak hanya wanita dan anak anak saja tetapi semua manusia.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Oleh karena itu pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. 

Organ tubuh yang dilarang diperjualbelikan seperti: jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. Dengan demikian, jika mengikuti pembagian pidana umum dan khusus menurut Andi Hamzah, penjualan organ tubuh manusia termasuk tindak pidana khusus. Alasannya, karena KUHP tidak memiliki aturan mengenai tindak pidana penjualan organ manusia dimaksud.

Kaitannya dengan tindak pidana memperjual belikan organ atau jaringan tubuh manusia. Pasal 192 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan di atas dapatlah dipahami bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan penjualan organ tubuh manusia dilarang dan bagi siapa saja terbukti bersalah melakukan jual beli organ tubuh manusia, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan pidana.

Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dipahami bahwa di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, melarang secara tegas kepada setiap orang untuk menjual, menyerahkan, atau membagi-bagikan organ tubuhnya kepada orang lain karena dianggap sangat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang bersangkutan. Tujuan dari larang penjualan terhadap organ tubuh manusia tidak lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudah memperjual belikan organ tubuhnya demi mendapatkan uang semata-mata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terkait tindak pidana perdangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan/atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah :

Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian tentang jenis-jenis tindakan yang tergolong kedalam eksploitasi terhadap tindak pidana perdagangan orang. 

Pasal 2 menjelaskan tentang tindakan perekrutan korban eksploitasi yang dapat dihubungkan dengan calon korban transplantasi organ. 

Pasal 3 dan 4 menjelaskan tentang larangan mebawa keluar masuk wilayah Indonesia terhadap WNI yang tujuannya berupa tindakan eksploitasi. 

Pasal 5 menjelaskan larangan tentang pengangkatan anak yang tujuannya berupa eksploitasi.

Pasal 6 mengatur tentang membawa anak keluar masuk wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi. 

Pasal 7 menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pasal-pasal tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenasah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal-pasal 10-20. Isi dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagi berikut :

Pasal 10 menjelaskan tentang tata cara yang utama dalam melakukan transplantasi yaitu mendapat persetujuan (informed consent)dari pasien atau dari keluarga. 

Pasal 11 menjelaskan tentang tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam undang-undang dalam melakukan transplantasi. 

Pasal 12 menjelaskan status kematian dalam pelaksanaan transplantasi ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak memiliki hubungan medik yang melakukan transplantasi.

Pasal 13 menjelaskan tata cara pengajuan informed consent harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan ditulis di atas kertas yang bermaterai.

Pasal 14 menjelaskan tentang pengambilan organ atau jaringan terhadap donor dari korban meninnggal harus memiliki persetujuan dari keluarga donor.

Pasal 15 menjelaskan tentang kewajiban dokter dalam memberikan penjelasan dan informasi terhadap tindakan transplantasi yang akan dilakukan. 

Pasal 16 menjelaskan larangan pendonor atau keluarga donor terhadap kompensasi material dari tindakan donor transplantasi. 

Pasal 17 menjelaskan larangan tentang jual-beli jaringan tubuh. 

Pasal 18 menjelaskan tentang larangan pengiriman dan penerimaan alat atau jaringan tubuh dari luar negeri. 

Pasal 19 pengecualian dalam tindakan ilmiah 

Pasal 20 menjelaskan tentang sanksi.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperjual Belikan Organ/Jaringan Tubuh 
Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Permintaan organ tubuh manusia sebenarnya cukup banyak diperjualbelikan, bahkan ada yang menawarkan kompensasi menggiurkan sehingga masyarakat miskin tertarik untuk menjual salah satu organ tubuhnya untuk kepentingan kehidupan keluarga tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek kesehatan, hukum maupun aspek agama.

Kasus penjualan organ tubuh manusia jika ditelusuri secara intensif akan ditemukan persoalan yang mendasar. Kenyataannya penyebab munculnya kasus jual beli organ tubuh manusia tidak hanya dari aspek hukum semata tetapi faktor lain turut mempengaruhi tingginya praktik jual beli organ tubuh dan salah satunya faktor ekonomi bagi penjual individu (rata-rata menawarkan ginjalnya) untuk dijual melalui media sosial seperti facebook, twitter dan sebagainya. Selain itu, kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin banyaknya jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap.

Penjualan organ manusia yang melibatkan jaringan internasional  dan banyak dilakukan melalui media online, misalnya kasus penawaran penjualan organ tubuh secara terang-terangan seperti yang dimuat dalam media www.merdeka.com bahwa seorang bapak tiga anak menjual ginjalnya dikarenakan terimpit hutang. Agus Roni berniat mendonorkanginjalnya demi mendapatkan uang guna membayar hutang-hutangnya yang telah menumpuk.

Perdagangan organ tubuh biasa dimulai dengan iklan atau tawaran, dari penderita maupun keluarganya. Biasanya melalui surat kabar maupun internet berupa pencarian donor dengan nomor yang dapat dihubungi bila ada yang berminat. Bentuk lainnya yaitu tawaran berasal dari calon donor yang rela memberikan organ tubuhnya kepada yang membutuhkan dengan imbalan tertentu. Untuk mengelabui agar terhindar dari jerat hukum maka biasanya modus operandinya dengan membuat KTP palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien. Selain itu tawaran bisa berasal dari orang yang berniat menjual organ tubuhnya guna mendapatkan sejumlah uang.

Adanya kasus penawaran organ tubuh memang sulit dibuktikan adanya transaksi jual beli organ tubuhl. Menurut Bambang Poernomo, seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, belum berarti bahwa dia langsung dapat dipidana.

Untuk dapat memidana seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu :

Perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan yang harus dipertanggungjawabkan sebagai dugaan kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana. 

Adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap tertuduh yang dituntut

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami dengan sederhana, bahwa untuk dapat mempidana seseorang harus berdasarkan atas dua hal, yaitu seseorang itu harus melakukan perbuatan yang melawan hukum dan seseorang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Pasal 204KUHP, yang menyatakan: 

Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Terkait penjualan organ tubuh manusia, Pasal 204 KUHPidana telah mengatur bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berbahaya termasuk dalam delik formil. 

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Sedangkan perbuatan mengakibatkan orang mati termasuk delik materiil yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) dan diancam pidana oleh undang-undang. 

Organ tubuh manusia dilarang diperjualbelikan baik di dalam maupun keluar negeri dan dalam hal ini menerima alat  atau jaringan tubuh manusia dalam bentuk ke dan dari luar negeri juga dilarang, sebab akan dikenakan sanksi apabila melanggar. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara dan denda. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  menegaskan bahwa donor maupun keluarganya dilarang untuk memperoleh imbalan finansial. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa: Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Dalam hukum tertulis di Indonesia, terlihat secara jelas melarang untuk tindakan jual atau beli organ tubuh walau dengan alasan apapun. Kenyataannya dapat ditemukan tindakan transaksi jual dan beli organ tubuh bahkan banyak untuk menawarkan organ tubuhnya untuk dijual dengan imbalan yang tinggi dengan alasan ekonomi.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalih apapun. Kemudian dipertegas kembali di dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah”.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa penjualan organ tubuh manusia sangat dilarang oleh undang-undang dan bagi siapa terbukti bersalah melakukan praktik jual beli organ tubuh manusia akan dikenakan sanksi pidana. Bagi pemilik organ tubuh akan beresiko tinggi bila salah satu organ tubuhnya yang sangat vital tidak berfungsi apabila telah diambil.

Sistem pemidanaan yang digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap kasus sindikat perdagangan organ tubuh yakni sesuai dengan Pasal 192 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh  kasus tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dengan para terdakwa dalam kasus ini adalah Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, Deni Fajar Muharam als Defa, Ahmad Junaedi als Ahmad, Ali Suryadi pada sekitar bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara pada sekitar bulan Maret 2018 Ferry Irawan membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup Ferry Irawan, selanjutnya Ferry Irawan membuka pada media sosial www.facebook.com ada grup yang bernama Donor Ginjal Indonesia, kemudian Ferry Irawan membaca postingan pada grup tersebut dan mendapatkan informasi bahwa seorang pendonor ginjal akan mendapatkan sejumlah bayaran atau imbalan, selanjutnya Saksi Ferry Irawan memberikan komentar pada salah satu postingan yang ada di grup tersebut dengan menanyakan “apakah benar bisa mendonorkan ginjal ?”, dan dijawab dari salah satu akun facebook yang Ferry Irawan lupa nama akunnya dan menanyakan nomor telepon Ferry Irawan, setelah Ferry Irawan berikan nomor telepon Ferry Irawan kepada orang tersebut, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa menelepon Ferry Irawan melalui aplikasi whatsapp dan terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa menjelaskan kepada Ferry Irawan “bahwa benar adanya tentang donor atau transplatasi ginjal dan nantinya pendonor akan mendapatkan sejumlah uang”, selanjutnya terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa mengatakan jika Ferry Irawan berminat, Ferry Irawan bisa datang ke Jakarta untuk menemuinya.

Sekira bulan Maret 2018 Ferry Irawan datang ke Jakarta dan bertemu dengan terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa di stasiun kereta api Mangga Besar, Jakarta Barat dan Ferry Irawan dikenalkan juga kepada terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, kemudian terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin menjelaskan kepada Ferry Irawan bahwa terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin juga pernah menjadi pendonor dan terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin meyakinkan Ferry Irawan bahwa jika Ferry Irawan mendonorkan ginjal Ferry Irawan akan tetap bisa sehat dan beraktifitas seperti biasa dan menjelaskan bahwa jika Ferry Irawan mendonorkan ginjal Ferry Irawan maka Ferry Irawan akan mendapatkan uang yang disebut dengan uang kompensasi. Kemudian setelah pertemuan itu Ferry Irawan berpisah dan kembali ke Kebumen, Jawa Tengah.

Masih dibulan Maret 2018 Ferry Irawan ditelepon oleh terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa dan meminta Saksi untuk datang ke Jakarta dengan tujuan bertemu dengan keluarga penerima donor ginjal dan Ferry Irawan menyetujuinya dan berangkat ke Jakarta. Kemudian setelah sampai di Jakarta, Ferry Irawan diarahkan terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa untuk pergi ke RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat, kemudian Ferry Irawan dijemput oleh terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad dan Ferry Irawan diantar ke ruang pendafatran, di ruang pendaftaran Ferry Irawan bertemu dengan terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa IV Ali Suryadi dan penerima donor yaitu Winsten beserta keluarganya, selanjutnya Ferry Irawan ditanyakan tentang kesehatan Ferry Irawan dan keyakinan Ferry Irawan untuk melakukan donor ginjal dan karena Ferry Irawan merasa bahwa keluarga dari penerima donor yaitu baik dan ada uang kompensasi yang di tawarkan terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, Ferry Irawan pun menyetujui untuk melakukan pendonoran ginjal dan mendaftarkan diri Ferry Irawan sebagai pendonor ginjal untuk Winsten di RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. 

Selanjutnya setelah Ferry Irawan mendaftarkan diri, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa datang menemui Ferry Irawan dan menjelaskan bahwa mereka akan mendampingi Ferry Irawan untuk melengkapi persyaratan dan menjalani proses yang diminta oleh pihak rumah sakit, selanjutnya Ferry Irawan akan menerima uang kompensasi sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Ferry Irawan juga ditawari untuk tinggal di Jakarta bersama mereka selama proses donor ginjal, akan tetapi Ferry Irawan menolak dan lebih memilih untuk pulang pergi Kebumen-Jakarta. 

Selanjutnya Ferry Irawan menjalani proses pengecekkan kesehatan, rontgen,dan kelayakan untuk melakukan transplatasi organ Ginjal di klinik Prodia Pgi Cikini, Jakarta Pusat, selama proses tersebut seluruh biaya ditanggung oleh keluarga Winsten, dan selama proses tersebut Ferry Irawan didampingi oleh terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa dan terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2018 Ferry Irawan diminta datang ke Jakarta untuk membuat surat pernyataan (pemberian izin) dan Advokasi sebagai salah satu persyaratan untuk dapat melakukan donor, selanjutnya Ferry Irawan datang ke Jakarta bersama istri Ferry Irawan dan bertemu dengan terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa dan terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa menjelaskan bahwa Ferry Irawan harus membuat surat pernyataan tersebut sendiri dan tidak di dampingi oleh terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, karena jika didampingi proses pembuatan surat pernyataan tersebut bisa gagal.

Pada bulan Juli 2018 Ferry Irawan ditelepon oleh terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin bahwa jadwal operasi Ferry Irawan sudah keluar yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya Ferry Irawan diberitahukan bahwa Ferry Irawan sudah harus masuk rumah sakit RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya Ferry Irawan berangkat ke Jakarta bersama istri Ferry Irawan dan bertemu dengan terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin dan terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad, setelah itu Ferry Irawan diantar bertemu dengan orang tua dari Winsten dan orang tua Winsten pun melakukan pembayaran perawatan diri Ferry Irawan dan setelah pembayaran dilakukan, Ferry Irawan mulai masuk dikamar perawatan, selanjutnya terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin memberikan Ferry Irawan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer, dan mengatakan bahwa uang tersebut sebagai pembayaran awal untuk Ferry Irawan, sementara sisanya akan di bayarkan setelah Ferry Irawan selesai melakukan operasi.

Senin tanggal 23 Juli 2018 setelah selesai Ferry Irawan diberitahukan oleh terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin bahwa uang sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah di transferkan ke rekening istri Ferry Irawan sebagai pembayaran atau uang kompensasi Ferry Irawan karena telah mau mendonorkan ginjal Ferry Irawan dan Ferry Irawan bisa pulang dari RSUPN, Cipto Mangunkusumo pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018.

Masing-masing peran para terdakwa yaitu :

Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin sebagai pencari penerima donor ginjal.

Terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa sebagai pencari penerima donor ginjal.

Terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad sebagai pencari pendonor ginjal.

Terdakwa IV Ali Suryadi sebagai pencari penerima donor ginjal.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan pertama : perbuatan para terdakwa sebagaiana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua : Perbuatan para terdakwa sebagaiana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 Jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa IV Ali Suryadi tidak dapat dilakukan penuntutan karena sakit kanker paru level IV B (stadium akhir) dan dilakukan perawatan akhir hayat (paliatif) di rumah/ perawatan homecare dan dapat dilakukan Penuntutan setelah terdakwa IV Ali Suryadi sehat dapat dihadirkan oleh Penutut Umum dalam muka persidangan ini.
Menyatakan terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Dengan Dalih Apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad masing-masing sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa IV Ali Suryadi tidak dapat dilakukan penuntutan karena sakit kanker paru level IV B (stadium akhir) dan dilakukan perawatan akhir hayat (paliatif) di rumah/ perawatan homecare dan dapat dilakukan Penuntutan setelah terdakwa IV Ali Suryadi sehat dapat dihadirkan oleh Penutut Umum dalam muka persidangan ini.
Menyatakan terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad masing-masing selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad masing-masing sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
Membebankan terdakwa I Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, terdakwa II Deni Fajar Muharam als Defa, terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua yakni terdakwa melanggar Pasal Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.

Perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst merupakan perkara dengan dua dakwaan. Kedua dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan yang diajukan. Indikasi adanya dakwaan alternatif adalah adanya dua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut karena menggunakan penghubung atau. 

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat dilakukan asal-asalan. Majelis hakim meski memiliki wewenang dalam persidangan, tetapi Majelis Hakim tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka hatinya. Pemilihan dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan harus disesuaikan dengan fakta serta bukti-bukti yang diperoleh dalam proses persidangan. 

Tujuan Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ini adalah: pertama, untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum, serta kedua, untuk memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku. 

Surat dakwaan yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst terkandung dua dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaan pertama perbuatan para terdakwa sebagaiana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta dakwaan kedua perbuatan para terdakwa sebagaiana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 Jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Menurut penilaian Majelis bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 192 Jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :
Setiap orang;

Mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 192 Jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut penulis bahwa penerapan hukum tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh dalam Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst) telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan unsur-unsurnya pun telah sesuai dengan rumusan delik. Mengenai putusan yang dijatuhkan hakim yaitu berupa pidana penjara selama terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tentu hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki pertimbangan-pertimbangan. 

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan majelis hakim yang menjatuhkan terhadap para terdakwa pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh yang dilakukan secara bersama-sama telah sesuai untuk dijatuhkan terhadap para terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila di dalam persidangan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang bersangkutan. Hakim dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
 
Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan: 

Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya, dakwaan jasa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di  sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta faktor agama.
 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
 Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya :

Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). 

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun dengan bentuk dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidairitas. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai turut serta tetapi jika lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap selain turut serta melakukan kekerasan ditemukan pula senjata api, maka dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Penyusunan surat dakwaan kumulatif biasanya disusun dengan dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya dengan memakai kata ”dan”. 

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”. 

Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidair disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (whit the alternative of) dengan maksud dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidair.

Tuntutan pidana
Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

Keterangan saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. 

Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.

Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. 

Keterangan terdakwa dalam praktek sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Barang bukti
Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis dan di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis
Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku memperjual belikan organ/jaringan tubuh yang dilakukan secara bersama-sama adalah fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah : 

Alasan yang meringankan : 

Belum pernah dihukum atau residivis. 

Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. 

Sopan dalam persidangan. 

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

Adanya sikap terus terang dalam persidangan. 

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. 

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 

Alasan yang memberatkan :

Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. 

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan. 

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir). 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya). 

Tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh dalam  pertimbangannya hakim berkesimpualan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan  yang menjadi pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusannya juga telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan yaitu :
Hal yang meringankan adalah :

Para terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Para terdakwa masih muda usia dan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.

Hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat


Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri para terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga para terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. 

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga para terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan No.587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak dimulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 (tiga) hal yang menjadi acuannya yaitu: 

Asas Kepastian Hukum. 

Asas Keadilan 

Asas Manfaat.

Untuk kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-undangannya. Asas keadilan disini cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi anak.

Selain mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, Hakim juga menggunakan acuan sendiri dalam memutus perkara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat yang mana asas-asas tersebut memiliki peran masing-masing seperti yang dijelaskan di atas. Selain menggunakan asas-asas tersebut Hakim mengacu pada dakwaan dari Penuntut Umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Hakim juga mempertimbangkan kondisi anak pada kasus ini. 

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindakan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Memperjual Belikan Organ/Jaringan Tubuh Manusia
Istilah kebijakan berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing selalu dikenal dengan berbagai istilah antara lain “penal policy”, “criminal law policy”, atau “strafrechtspolitiek”. 

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak. dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan  suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau  penal policy. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).
 Tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.

Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.

Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan  penal  dan nonpenal.

Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.
 Kebijakan hukum pidana atau penal policy merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.

Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.

Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Menurut pendapat di atas,  pada hakekatnya masalah kebijakan hukum  pidana (penal policy) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat dogmatic. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis dan komporatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk berbuat pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan untukan dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal.  Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Hukum pidana yang merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap undang-undang dan kepentigan umum, yang atas perbuatannya tersebut pelakunya diancam dengan sanksi dan/atau hukuman. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat keadilan yang artinya harus memperhatikan hak-hak pelaku dan korban. Hukum pidana di bidang teknologi informasi dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengatur tentang pelaggaran dan kejahatan tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik. Hukum pidana di bidang teknologi informasi ini diatur di luar KUHP maka pemberlakuannya mengikuti pola asas lex specialis derogat legi generali.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana memperjualbelikan organ/jaringan tubuh manusia di Indonesia bersifat melarang keras dan memberlakukan sanksi pidana yang tegas. Larangan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama, yang menegaskan bahwa transplantasi organ harus didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan sukarela, bukan transaksi bisnis. 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan hukum pidana di Indonesia meliputi: 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Pasal 64 ayat (3) secara eksplisit melarang jual beli organ atau jaringan tubuh manusia dengan dalih apa pun.

Pasal 192 mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya: "Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Meskipun tidak secara spesifik menyebut organ, UU ini memberikan kerangka hukum tambahan untuk menjerat pelaku perdagangan orang (termasuk anak-anak dan wanita) yang mungkin melibatkan eksploitasi organ, yang dikategorikan sebagai kejahatan serius (pidana khusus).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), juga memuat ketentuan terkait, menegaskan kembali pelarangan ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, yang mengatur tata cara pelaksanaan transplantasi yang sah dan melarang adanya kompensasi finansial. 

Karakteristik kebijakan pidana adalah mengkriminalisasi segala bentuk perdagangan organ, tanpa memandang alasan, termasuk jika seseorang menjual organnya sendiri. Transplantasi organ hanya diizinkan untuk tujuan kemanusiaan dan medis, berdasarkan persetujuan sukarela tanpa paksaan.

Peraturan yang ada, seperti UU TPPO, juga bertujuan melindungi pihak-pihak yang rentan (seperti mereka yang terlilit utang) agar tidak menjadi korban sindikat perdagangan organ. Aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, hakim) didorong untuk menindak tegas kasus-kasus perdagangan organ yang terungkap, dengan tujuan memberikan efek jera dan pencegahan jangka panjang. 

Secara ringkas, hukum pidana di Indonesia memandang perdagangan organ sebagai kejahatan serius yang melanggar etika medis dan martabat manusia, dan memberlakukan sanksi berat bagi para pelakunya.  Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana memperjualbelikan organ tubuh manusia didasari pada prinsip pelarangan keras terhadap komersialisasi organ tubuh, dengan fokus pada perlindungan kesehatan dan hak asasi manusia.

Kebijakan tindak pidana erat kaitannya dengan upaya penanggulangan. Kebijakan tindak pidana dapat diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang di dalam menetapkan peraturan-peraturan yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (non penal policy). Pada dasarnya penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif atau setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan pada tindakan pre-emtif dan preventif atau sebelum terjadinya tindak pidana.

Upaya non penal (pencegahan). 

Menurut Barda Nawawi Arief  bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 

Aspek non penal (pencegahan) merupakan aspek yang sangat strategis oleh karena tindak pidana (kejahatan) belum terjadi. Selain melakukan peneropongan apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia, juga kajian perencanaan ini akan menawarkan alternatif non penal lain sehubungan dengan tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia. Pada dasarnya kajian non penal berangkat dari hasil identifikasi beberapa faktor yang potensial yang dapat mencetuskan tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh manusia. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan memperbaiki faktor potensial tersebut.

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitikberatkan menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusfif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosialyang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya karena keterbatasan upaya penal, disinilah harus ditunjng dengan adanya upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal berupa pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ini antara lain antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-konsisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkkan dan mengembangkan “extra legal system atau informal and traditional system” yang ada dalam masyarakat . Selain itu upaya non-penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain misalnya media pers, media masaa, pemanfaataan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari dari aparat penegak hukum. Menurut Soedarto bahwa mengenai potensi efek preventif aparat penegak hukum, bahwa kegiatan patrol dari polisi yang dilakukan secara kontiniu upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai upaya penanggulangan kejahatan secara non-penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, maka cukup beralasan untuk terus menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.  Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya terjadinya kejahatan. 

Penegakan dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum berfungsi, beroperasi atau bekerja serta terwujud secara konkret. Bertolak dari pengertian yang demikian maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumny melibatkan melibatkan minimal tiga faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut yaitu faktor perundang-undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum yaitu aspek substansi (legal substantion), aspek structural (legal stucture), aspek budaya hukum (legal culture), maka suatu kebijakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor tersebut.

Upaya Penal 
Kriminalisasi terhadap perbuatan dunia mayantara muncul ketika dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang ssbelumnya belum diatur oleh hukum pidana. Hukum selalu berkembang dan semakin diperluas untuk mencakup situasi atau perubahan teknologi informasi yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, perubahan hukum akan menuntut masyarakat dunia maya untuk menyesuaikan dengan hukum yang baru tersebut. Akan tetapi pada kenyatannya hukum itu sendiri belum dapat mengatasi secara riil terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi khususnya teknologi informasi. Salah satu bukti konkretnya adalah timbulnya berbagai kejahatan di dunia virtual yang ternyata belum bisa diatasi sepenuhnya oleh hukum.

Menurut Soedarto, dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang apada intinya sebagai berikut: 

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. 

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan deskriminalisasi harus berdasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk hal berikut :

Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai. 

Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.

Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia. 

Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan deskriminalisasi yang berkenan dengan pengaruh-pengaruhnya yang sekunder. 

Kebijakan hukum dengan sarana penal (pidana) merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni: 

Tahap kebiajakan legislative / formulatif; 

Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; 

Tahap kebijakan eksekutif/adminstratif.

Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislative) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatife) yang harmonis dan terpadu. 

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana, dengan menggunakan sarana penal juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan. Hal ini berarti bahwa, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai Negara termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang dianut oleh Indonesia.
Penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penal diawali dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan narkotika khususnya terhadap kebijakan hukum pidana (penal policy), melalui kajian normatif yang merupakan tahap kebijakan legislatief. Kajian selanjutnya dilakukan dengan mengamati pelaksanaan ketentuan perundang-undangan pidana (in abstrakto) ke perundang-undangan pidana (in konkrito) melalui mekanisme sistem peradilan pidana terpadu yang merupakan tahap kebijakan aplikatief yang selanjutnya akan diteruskan pada tahak kebijakan eksekutif. Temuan dari analisis hasil penelitian aspek penal merupakan bahan masukan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan penanggulangan kejahatan penipuan dikemudian hari.

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.“Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. 
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